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Kata Pengantar

Usulan draf Rancangan Undang-undang tentang Hukum Materiil Peradilan 
Agama Bidang Perkawinan ramai menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. 
RUU ini dianggap sebagai revisi UU Perkawinan atau melengkapi UU Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan.Polemik yang ramai dibicarakan di masyarakat 
terutama adalah pasal-pasal yang akan mengatur pemberian sanksi pidana 
terhadap kasus perkawinan di bawah tangan (kawin siri) dan kawin kontrak 
(kawin mu’tah). Selain itu, RUU ini juga mengatur tentang jaminan uang yang 
harus disediakan pria warga negara asing yang akan menikahi perempuan 
warga negara Indonesia. Batas usia minimal untuk menikah juga diusulkan 
perubahannya dalam RUU ini.

Dalam polemik yang berkembang, antara pihak yang mengusulkan perubahan 
atau tambahan pada UU Perkawinan ini berangkat dari tujuan untuk memberi 
jaminan perlindungan bagi perempuan baik dewasa maupun di bawah umur 
dalam hubungan perkawinan. Pihak yang kontra dengan sanksi pidana terhadap 
kawin siri dan kawin kontrak, antara lain berangkat dari asumsi dari ke-sah-an 
perkawinan di bawah tangan dan kawin mu’tah menurut syariat agama. Update 
Indonesia kali ini mengangkat tema utama tentang revisi Undang-undang 
Perkawinan.

Update Indonesia kali ini juga mengangkat tema-tema penting di beberapa 
bidang. Di bidang ekonomi dan keuangan tentang pembatasan bank asing dan 
tema tentang tantangan industri pelayaran. Di bidang hukum membahas tema 
tentang pengawasan dan lembaga pengawas. Di bidang politik mengangkat 
tema mengenai koalisi politik dua kaki dan tema tentang kontroversi Rancangan 
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Konten Multimedia 
(RPM Konten). Di bidang sosial mengangkat tema mengenai kekerasan 
terhadap anak-anak jalanan.

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan 
akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, 
serta kalangan akademisi dan think tank internasional dalam mendapatkan 
informasi aktual dan analisis kontekstual  tentang perkembangan ekonomi, 
politik, sosial dan budaya di Indonesia. 

Selamat membaca. 

Tim Penulis
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Revisi Undang-undang Perkawinan

Usulan draf Rancangan Undang-undang tentang Hukum Materiil Peradilan 
Agama Bidang Perkawinan ramai menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. 
Polemik tentang draf RUU yang dianggap sebagai revisi UU Perkawinan  
atau melengkapi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkembang  
di publik segera setelah draf RUU ini dimasukkan dalam Program Legislasi 
Nasional (Prolegnas) Tahun 2010. Pada bulan Maret 2010,  
Kementerian Agama telah selesai menyusun draf rancangannya  
dan telah menyerahkannya untuk di bahas dalam Prolegnas 2010.

Polemik yang ramai dibicarakan di masyarakat terutama adalah 
pasal-pasal yang akan mengatur pemberian sanksi pidana terhadap 
kasus perkawinan di bawah tangan (kawin siri) dan kawin kontrak 
(kawin mu’tah). Selain itu, RUU ini juga mengatur tentang jaminan 
uang yang harus disediakan pria warga negara asing yang akan 
menikahi perempuan warga negara Indonesia. Batas usia minimal 
untuk menikah juga diusulkan perubahannya dalam RUU ini.

Dalam polemik yang berkembang, antara pihak yang mengusulkan 
perubahan atau tambahan pada UU Perkawinan ini berangkat dari 
tujuan untuk memberi jaminan perlindungan bagi perempuan baik 
dewasa maupun di bawah umur dalam hubungan perkawinan. 
Pihak yang kontra dengan sanksi pidana terhadap kawin siri dan 
kawin kontrak, antara lain berangkat dari asumsi dari ke-sah-an 
perkawinan di bawah tangan dan kawin mu’tah menurut syariat 
agama. 

Batas usia minimum untuk menikah

Draf RUU tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang 
Perkawinan mengusulkan batas usia minimum yang diperbolehkan 
untuk menikah adalah 18 tahun, baik bagi pria maupun bagi wanita. 
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Sebelumnya, di ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, usia minimum untuk menikah adalah 16 tahun bagi 
perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. 

Revisi Pasal 7 tentang batas usia menikah dalam UU Perkawinan 
menjadi sorotan serius setidaknya terkait dua hal. Pertama, untuk 
mencegah terjadinya pernikahan usia dini, yang membawa dampak 
lanjutan pada terjadinya ibu hamil dan melahirkan pada usia muda, 
yang berisiko tinggi terhadap kesehatan ibu hamil dan melahirkan; 
serta pernikahan dini dalam konteks kesiapan mental psikologis 
pasangan yang menikah dikuatirkan berisiko tinggi terhadap 
angka perceraian. Kedua, untuk melindungi hak dan kepentingan 
anak, mengingat bahwa menurut UU No. 23 Tahun 2002 sebagai 
implementasi Konvensi Hak Anak, ditetapkan bahwa yang dimaksud 
dengan anak adalah sampai dengan usia 18 tahun. 

Revisi juga dipandang perlu dilakukan pada tambahan di Ayat 2 
Pasal 7 tersebut yang mengatur bahwa sekalipun pihak perempuan 
masih di bawah umur 16 tahun, namun apabila ada izin restu dari 
orangtua maka sudah dibolehkan untuk menikah. Ketentuan ini 
dipandang melanggar Konvensi Hak Anak yang mengamanatkan 
kepentingan terbaik menurut dan bagi anak, bukannya menurut dan 
bagi orangtua.

Pihak-pihak yang berkepentingan pada upaya perlindungan anak, 
seperti Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan lainnya umumnya 
memandang baik usulan revisi ketetapan usia minimum menikah ini, 
karena diharapkan dapat memberi perlindungan terhadap anak dan 
aturan perundangan perkawinan menjadi konsisten dengan konvensi 
dan perundangan perlindungan anak yang sudah ada.

Pihak-pihak yang tidak setuju dengan usulan revisi ketetapan usia 
minimum menikah ini umumnya tetap berpegang pada asumsi 
bahwa apabila orangtua sudah mengizinkan anak untuk menikah 
walau di bawah 16 tahun, hal itu dibolehkan.

Perkawinan siri

Dalam Pasal 143 draf RUU tentang Hukum Materiil Peradilan 
Agama Bidang Perkawinan diusulkan ketetapan bahwa ”Setiap 
orang yang dengan sengaja melaksanakan perkawinan tidak di 
hadapan pejabat pencatat nikah, dipidana denda paling banyak 
Rp 6 juta atau hukuman kurungan paling lama enam bulan”.  
Dengan demikian, apabila ketentuan ini diberlakukan nantinya,  
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para pelaku perkawinan yang tidak tercatat kantor pencatat 
pernikahan, seperti praktek kawin siri dalam agama Islam, dapat 
dikenakan sanksi pidana. 

Pihak yang pro dengan usulan ketentuan ini berangkat dari upaya 
perlindungan perempuan dan anak dalam ikatan perkawinan, 
dimana suatu ikatan perkawinan tanpa dokumen pencatatan 
perkawinan di kantor catatan perkawinan akan berpotensi 
merugikan perempuan dan anak, apabila terjadi perceraian. Tidak 
adanya dokumen resmi catatan perkawinan, akan berdampak 
pada kesulitan bagi anak untuk mendapatkan akte kelahiran, dan di 
kemudian hari akan menjadi kesulitan bagi anak untuk mendapatkan 
hak-haknya sebagai anak dalam keluarga, termasuk dalam hal 
jaminan hidup dan harta warisan. Tidak adanya dokumen resmi 
catatan perkawinan juga dapat memperburuk bila terjadi kekerasan 
dalam hubungan rumah tangga. 

Sementara pihak yang kontra dengan ketentuan ini berangkat dari 
asumsi bahwa kawin siri adalah sah menurut syariat agama Islam 
dan oleh karena itu, apa yang telah dianggap sah oleh agama se-
baiknya tidak dilarang oleh negara. Alasan lain yang berangkat dari 
perspektif hak asasi manusia muncul dari kalangan di Komnas Hak 
Asasi Manusia (Komnas HAM) yang beranggapan bahwa negara  
menjadi berlebihan apabila mengenakan ancaman sanksi pidana  
terhadap urusan perkawinan, karena perkawinan dipandang  
merupakan hak asasi setiap manusia. Seperti dikemukakan oleh 
Hesti Armiwulan, Wakil Ketua Komnas HAM kepada media  
bahwa berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 pun telah diatur bahwa 
perkawinan sah dilakukan jika menurut hukum agama. Kewenangan 
negara adalah hanya mencatat sah-nya perkawinan, bukan menga-
tur dan memberi sanksi terhadap ikatan perkawinan. Menurut  
ketentuan di UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur  
bahwa perkawinan bagi yang beragama Islam dicatatkan di Kantor  
Urusan Agama (KUA), sedangkan yang beragama selain Islam  
dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. 

Perkawinan kontrak (kawin mu’tah)

Pasal 144 draf RUU tentang Hukum Materiil Peradilan Agama 
Bidang Perkawinan diusulkan ketetapan bahwa, ”Setiap orang yang 
dengan sengaja melangsungkan perkawinan dalam jangka waktu 
tertentu atau kawin kontrak dihukum penjara selama-lamanya tiga 
tahun dan perkawinannya batal karena hukum.” Dengan demikian, 
apabila ketentuan ini diberlakukan maka pelaku kawin kontrak, atau 
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yang dalam agama Islam dikenal dengan istilah ”kawin mu’tah”, yang 
banyak dijumpai di kawasan Puncak, Jawa Barat yang sudah dikenal 
hingga ke luar negeri terutama negara-negara Timur Tengah, dapat 
dikenakan hukuman pidana. 

Pihak yang pro dengan revisi ketentuan ini berangkat dari upaya 
perlindungan perempuan dan anak dalam ikatan perkawinan. Kawin 
kontrak dikuatirkan menjadi faktor yang berpotensi menimbulkan 
penelantaran atau perlakuan salah (abuse) terhadap perempuan 
dan anak hasil dari kawin kontrak. Selain itu, kawin kontrak juga 
dipandang berpotensi meningkatkan kekerasan dalam rumah 
tangga (KDRT) yang dialami oleh perempuan dalam kawin kontrak. 
Dalam hubungan kawin kontrak, perempuan ditempatkan seolah 
sebagai komoditas yang sudah dibeli dengan sejumlah harga untuk 
sekian waktu kontrak. Apabila terjadi ketidakpuasan pihak suami 
dalam hubungan kawin kontrak, pihak perempuan ada di posisi yang 
dilemahkan sebagai pihak yang ”sudah dibeli”.

Pihak yang kontra dengan revisi ketentuan ini juga berangkat dari 
asumsi bahwa kawin mu’tah dipandang sebagai salah satu mekanisme 
ikatan perkawinan yang dianggap sah menurut agama. Kawin kontrak 
dipandang masih lebih baik dibanding dengan hubungan suami isteri 
tanpa ikatan perkawinan. Sanksi pidana terhadap pelaku kawin 
mu’tah dikuatirkan akan mendorong pelakunya untuk cenderung 
memilih praktek hubungan suami isteri tanpa ikatan perkawinan 
untuk menghindari sanksi pidana atau denda.

Untuk kepentingan terbaik perempuan dan anak

Dari pemetaan argumentasi pro dan kontra seperti diuraikan di atas, 
yang mengemuka adalah adanya komitmen legislatif terhadap upaya 
memberi jaminan perlindungan pada perempuan dan anak dalam 
relasi perkawinan dan rumah tangga. Yang sebaiknya tetap menjadi 
prioritas pula adalah menempatkannya dalam porsi kepentingan 
terbaik untuk perempuan dan anak (the best interest of women and 
children) yang seringkali masih menjadi pihak yang dilemahkan dalam 
hubungan perkawinan dan rumah tangga.

— Antonius Wiwan Koban —

Pemetaan argumentasi 
pro dan kontra revisi 
UU Perkawinan 
menunjukkan 
komitmen legislatif 
terhadap upaya 
jaminan perlindungan 
perempuan dan anak 
dalam relasi perkawinan 
dan rumah tangga. Yang 
sebaiknya tetap menjadi 
prioritas pula adalah 
menempatkannya 
dalam porsi kepentingan 
terbaik untuk 
perempuan dan anak.
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Pembatasan Bank Asing

Akhir-akhir ini keberadaan bank asing -dan bank milik asing- di 
tanah air kembali dipermasalahkan. Peran bank asing dalam industri 
perbankan semakin lama semakin dominan. Hal ini membatasi 
pertumbuhan perbankan nasional di negeri sendiri.

Asas resiprokal

Perlunya membatasi bank asing didasarkan pada fakta bahwa 
perbankan nasional di luar negeri tidak memperoleh kesempatan 
yang sama dengan bank asing di dalam negeri. 

Regulator perbankan di luar negeri menetapkan pembatasan 
yang sangat ketat terhadap ruang gerak bank domestik. Untuk 
meningkatkan status layanan saja, perbankan domestik harus 
menghadapi birokrasi yang rumit.

Bank Mandiri misalnya, aktivitasnya di Cina sangat dibatasi. Bank 
tersebut hanya boleh menghimpun dana nasabah dengan jumlah 
tertentu. Jika ingin meningkatkan status layanannya, bank tersebut 
harus kembali meminta izin regulator dari negara tersebut.  

Di sisi lain, hal yang sama tidak terjadi pada bank-bank asing dan bank 
milik asing di dalam negeri. Mereka dengan sangat mudah membuka 
kantor cabang di dalam negeri. Hampir tidak ada pembatasan. 

Oleh sebab itu, sejumlah pihak menuntut agar Bank Indonesia (BI) 
menerapkan asas resiprokal atau asas timbal-balik. Melalui kebijakan 
ini, operasi bisnis bank-bank asing di dalam negeri akan menghadapi 
pembatasan yang sama dengan yang dihadapi oleh bank-bank 
domestik di luar negeri ketika ingin melakukan ekspansi bisnis.
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Perlu dilakukan

Di satu sisi, keberadaan bank asing memang diperlukan. Sebagaimana 
investasi asing di berbagai sektor ekonomi lainnya, kita mengundang 
pemodal asing untuk menanamkan modalnya di tanah air.

Keberadaan bank asing tidak hanya di perlukan untuk menyerap 
tenaga kerja dan transfer kemampuan manajerial, tapi juga diperlukan 
untuk meningkatkan persaingan antar bank sehingga memberikan 
keuntungan masyarakat nasabah.

Di pasar uang, tingginya kompetisi akan membuat suku bunga 
menjadi lebih rendah. Itulah sebabnya Malaysia meliberalisasi 
sektor perbankannya. Suku bunga yang rendah pada akhirnya akan 
membuat sektor riil menjadi lebih kompetitif karena menanggung 
biaya bunga yang lebih rendah.

Biaya bunga yang rendah tetu sangat diperlukan bagi dunia usaha di 
tanah air. Di era perdagangan bebas ASEAN, perusahaan lokal harus 
bersaing dengan perusahaan sekawasan. Dalam kenyataannya, 
di antara negara-negara besar sekawasan –yang disebut dengan 
ASEAN 5, yakni Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina dan 
Indonesia- Indonesia memiliki tingkat bunga bank yang paling tinggi. 
Hal ini tentu tidak menguntungkan bagi perusahaan dalam negeri.

Namun kalau kita melihat dari perspektif berbeda, asas resiprokal 
perlu diterapkan. Ini bertujuan agar negar-negara lain juga bersedia 
membuka pasarnya. Secara teoritis, liberalisasi akan memberi 
keuntungan yang lebih optimal jika dilakukan oleh kedua pihak dalam 
taraf yang sama.     

Tanpa menerapkan asas resiprokal, maka perbankan nasional yang 
dimiliki oleh pemodal domestik akan semakin kehilangan daya 
saingnya, baik di negeri sendiri, apalagi di luar negeri.

— Nawa Thalo —

Perlunya membatasi 
bank asing didasarkan 
pada fakta bahwa 
perbankan nasional 
di luar negeri 
tidak memperoleh 
kesempatan yang sama 
dengan bank asing di 
dalam negeri. 
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Tantangan Industri Pelayaran

Saat ini semua armada kapal yang beroperasi di wilayah perairan 
Indonesia tengah menyiapkan diri untuk menyongsong penerapan 
asas cabotage secara penuh pada tanggal 1 Januari 2011 nanti.

Asas cabotage merupakan upaya pemerintah untuk membatasi 
kapal berbendera asing untuk mengangkut muatan domestik. 
Dengan kata lain, pengangkutan barang dalam harus dilakukan oleh 
kapal berbendera merah-putih yang diawaki oleh Warga Negara 
Indonesia.

Tujuan kebijakan ini ialah untuk melindungi pangsa pasar perusahaan 
pelayaran dalam negeri dalam mengangkut berbagai barang negeri 
terhadap perusahaan pelayaran asing.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan asas cabotage 
membawa berbagai implikasi. Salah satunya ialah tingginya 
permintaan tenaga pelaut domestik. Penerapan kebijakan ini telah 
mendorong tingginya angka impor kapal. Realisasi impor kapal 
selama tahun 2009 meningkat lebih dari 200 persen.

Di sisi lain, peningkatan jumlah armada ternyata tidak dibarengi oleh 
jumlah peningkatan pelaut. Berdasarkan data Indonesia National 
Shipowners Association (INSA), dalam lima tahun terakhir Indonesia 
kekurangan 25.000 pelaut. Angka ini akan semakin besar sejak 
tahun 2011. 

Kekurangan ini juga disebabkan oleh semakin surutnya minat 
kaum muda untuk menjadi pelaut. Hingga kini, hanya sekitar 
delapan persen pelayaran nasional operator kapal rute domestik 
yang membayar upah sesuai dengan standar International Labour 
Organization (ILO). 
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Tanpa adanya penyesuaian, maka negara kita akan terus kekurang-
an pelaut. Untuk ke depan, diharapkan agar ada penyesuaian agar 
profesi pelaut dapat menjadi pilihan kaum muda Indonesia.

Batas Usia Kapal

Selain menerapkan asas cabotage, Pemerintah melalui Departemen 
Perhubungan juga berniat mengeluarkan pembatasan usia kapal 
impor. Pemerintah menetapkan batasan usia kapal impor, dari 25 
tahun menjadi 20 tahun. 

Di satu sisi, ini mungkin bertujuan positif, yakni untuk meremajakan 
kapal impor bekas demi keselamatan pelayaran sambil meningkatkan 
utilisasi industri galangan kapal dalam negeri, mengingat pelayaran 
cenderung mengimpor kapal bekas ketimbang membangun armada 
baru di galangan nasional. 

Namun, kebijakan ini meresahkan industri pelayaran. Jika harus 
membangun armada melalui galangan nasional, harganya jauh lebih 
mahal daripada mengimpor kapal. Waktu yang dibutuhkanpun lebih 
lama, yakni 2-3 tahun, padahal penerapan asas cabotage memaksa 
pelayaran untuk memiliki kapal sesegera mungkin. 

Lagipula, usia tidak selalu menjadi faktor utama penentu keselamatan 
pelayaran, sepanjang kapal dirawat secara teratur dan secara rutin 
diaudit oleh lembaga klasifikasi. 

Di Jepang, semua kapal harus masuk klasifikasi. Sedangkan di 
Indonesia, baru 70 persen kapal yang masuk klasifikasi. Maka tidak 
heran di negara-negara maju seperti Hongkong, Italia, Kanada, 
banyak kapal yang berusia lebih dari 40 tahun tapi masih layak 
beroperasi. 

Disinilah pentingnya peran PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Hal 
yang perlu diingat ialah bahwa kinerja BKI juga bergantung pada 
ketersediaan informasi pemerintah. Pemerintah harus memiliki 
informasi akurat seputar kapabilitas galangan kapal domestik dalam 
memperbaiki dan memproduksi kapal yang sesuai dengan standar 
keselamatan pelayaran.

— Nawa Thalo —

Usia tidak selalu 
menjadi faktor utama 
penentu keselamatan 
pelayaran, sepanjang 
kapal dirawat secara 
teratur dan secara rutin 
diaudit oleh lembaga 
klasifikasi. 
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Pengawasan dan Lembaga Pengawas

Paska disahkannya Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2007 
tentang Penyelenggara Pemilu, dimensi pengawasan pemilu 
mengalami perubahan. Setidaknya dalam konteks eksistensi, 
institusi pengawas pemilu mengalami peningkatan. UU Nomor 12 
Tahun 2003 maupun UU 32 Tahun 2004 (PP Nomor 6 Tahun 2005) 
memposisikan panitia pengawas pemilu hanya sebatas instrumen 
yang bersifat ad hoc. Sedangkan dalam UU Nomor 22 Tahun 2007, 
selain istilah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) diganti menjadi 
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maka institusi pengawas ini 
berstatus sebagai instrumen yang bersifat permanen. Meskipun 
ketentuan permanen ini hanya berlaku untuk level pusat, yakni 
Bawaslu saja. Sedangkan level provinsi sampai dengan desa, tetap 
menggunakan istilah Panwaslu yang juga berarti bersifat ad hoc.

Perubahan posisi yang diterima pengawas pemilu paska  
diterapkannya undang-undang di atas, tidak serta-merta 
menghilangkan kritik dan protesnya terhadap kinerja pengawas 
pemilu. Bahkan, dalam setiap pemilu dan pilkada yang terdapat 
konflik dan sengketa selalu diarahkan kepada pengawas pemilu 
sebagai pihak yang bertanggung jawab. Bahkan ketidakpuasan  
atas kinerja Panwaslu sudah diapresiasi dalam bentuk tindakan 
anarkis, seperti kasus perusakan kantor Panwaslu Provinsi Sulawesi 
Selatan pada pilkada yang lalu. 

Tidak hanya itu, perubahan posisi ini pun memunculkan peran baru 
yang dinilai beberapa pihak melewati kewenangan lembaga lain. 
Seperti persoalan pengangkatan dan penetapan Panwaslu Kepala 
Daerah (Kada) yang sudah diatur dalam UU No 22 Tahun 2007, 
pada prakteknya masih belum sepaham. Seperti dalam kasus proses 
pembentukan Panwaslu kepala daerah/wakil kepala daerah tahun 
2010. Dalam kasus ini, terdapat perbedaan sikap antara Bawaslu  
dan KPU yang berujung pada pencabutan SEB (Surat Edaran 
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Bersama KPU dan Bawaslu) oleh KPU pada 4 Februari 2010. Polemik 
ini menghantarkan dilaksanakannya RDP (Rapat Dengar Pendapat) 
antara Komisi II DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu 
dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Mengambil tempat di Ruang 
Sidang Komisi II DPR RI, pertemuan kali ini membahas permasalah-
an yang terkait dengan proses pembentukan Panwaslu kepala 
daerah/wakil kepala daerah tahun 2010, khususnya pelanggaran 
yang dilakukan Bawaslu menurut KPU, karena melantik Panwaslu 
Pileg dan Pilpres 2009 menjadi   Panwaslu Pemilu Kada tanpa 
melakukan koordinasi dan verifikasi terlebih dahulu dengan KPU. 

Lebih lanjut, Ketua KPU mengatakan, sebaiknya masalah Panwaslu 
dikembalikan ke UU Nomor 22 Tahun 2007 dan Fatwa Mahkamah 
Agung (MA) Nomor 142/KMA/XI/2009. Meskipun pada akhirnya 
persoalan ini dapat diselesaikan melalui penandatangan SEB 
Pembentukan Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Umum Kepala 
Daerah (Pilkada) oleh KPU bersama Bawaslu disaksikan Mendagri 
Gamawan Fauzi saat rapat koordinasi nasional (rakornas) persiapan 
penyelenggaraan pilkada 2010, di Jakarta Convention Center 
(JCC). 

Salah satu persoalan ini, menimbulkan dampak pada keinginan 
untuk mengeliminir peran lembaga pengawas. Oleh karenanya, 
usulan penghapusan Bawaslu dan Panwaslu terus berkembang. Hal 
ini didasarkan pada keinginan untuk memperbaharui mekanisme 
pengawasan yang baru terhadap pelaksanaan pemilu, termasuk 
pilpres dan pilkada, dengan kata lain yang diperlukan adalah 
pengawasan bukan lembaga pengawasan. Dan fungsi pengawasan 
cukup efektif dijalankan empat pilar publik, antara lain parpol yang 
berkepentingan, kandidat anggota peserta pemilu dan pilkada, 
pemantau pemilu yang terakreditasi, dan masyarakat. Selain hal 
itu, adanya usulan penghapusan Bawaslu disebabkan kinerjanya 
yang belum maksimal terlihat dari  hasil kinerja Pemilu 2009,  
Bawaslu dan Panwaslu telah menghabiskan anggaran Rp 3 triliun. 
Namun, Pemilu 2009 justru menjadi pemilu terburuk sejak era 
reformasi. Selain itu, sering penanganan kasus pemilu yang 
diserahkan ke Panwas tidak ditindaklanjuti.

Di sisi lain, ada hal yang sebenarnya harus segera dibenahi ter- 
kait substansi dan mekanisme pengawasan dalam pilkada selain 
polemik di atas. Hal ini perlu dijadikan prioritas karena berada dalam 
lingkup UU Nomor 22 Tahun 2007 yang menjadi dasar utama 
pengawasan dalam pemilu dan pilkada. Antara lain pertama, selama 
ini posisi Panwaslu menjadi tidak maksimal akibat terbatasnya 
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waktu dalam melakukan pengawasan. Sebagai contoh, kehadiran 
Panwaslu di setiap pilkada selalu dianggap terlambat. Dalam konteks 
pilkada misalnya, Pasal 109 PP Nomor 6 Tahun 2005, mengatur 
bahwa Panitia pengawas pemilihan dibentuk sebelum pendaftaran 
pemilih dan tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan 
sumpah/janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Durasi waktu 
cukup terbatas. Sedangkan dalam UU Nomor 22 Tahun 2007 pun 
tidak jauh berbeda. Selain Bawaslu, masa kerja Panwaslu provinsi 
sampai kecamatan dimulai paling lambat 1 bulan sebelum tahapan 
pilkada dan berakhir paling lambat 2 bulan setelah semua tahapan 
pilkada selesai (Pasal 71). 

Kedua, persoalan netralitas Panwaslu/Bawaslu. Ketika UU Nomor  
22 Tahun 2007 belum disahkan, proses rekruitmen Panwaslu  
dilakukan dan ditetapkan oleh DPR/DPRD. Dengan proses 
yang demikian, memang sulit menemukan independensi, sebab 
bisa dipastikan calon Panwas yang terpilih adalah calon yang 
dikehendaki oleh DPRD yang notabene adalah anggota partai politik. 
Sedangkan paska penerapan UU Nomor 22 Tahun 2007 memberi 
perubahan dalam hal independensi, meskipun tidak signifikan. 
Meskipun Panwaslu di daerah tidak lagi dipilih oleh DPRD, namun 
Bawaslu sendiri masih dipilih oleh DPR. Hal ini memungkinkan 
ketidakindependenan badan pengawas tersebut. Ketiga,  
kelemahan Panwaslu selama ini terletak pada ketidakmampuan 
menindaklanjuti pelanggaran yang dilaporkan masyarakat. Terlihat 
bahwa Panwaslu tidak memiliki daya eksekusi yang kuat dalam 
menangani laporan pelanggaran. 

Dengan demikian, meskipun telah dijamin oleh undang-undang 
baru yang mereposisi fungsi pengawas dalam pemilu dan pilkada, 
secara substansi materi pengawasan belum mengalami perubahan 
yang signifikan. Perubahan yang terjadi saat ini belum mampu 
menyentuh persoalan klasik yang selama ini melekat pada Panwaslu.  
Meskipun demikian, diharapkan agar konsep Bawaslu yang sudah 
permanen mampu membawa paradigma baru dalam pengawasan 
pemilu. 

— Aly Yusuf —

Meskipun telah dijamin 
oleh undang-undang 
baru yang mereposisi 
fungsi pengawas dalam 
pemilu dan pilkada, 
secara substansi materi 
pengawasan belum 
mengalami perubahan 
yang signifikan. 
Perubahan yang terjadi 
saat ini belum mampu 
menyentuh persoalan 
klasik yang selama ini 
melekat pada Panwaslu. 
Meskipun demikian, 
diharapkan agar konsep 
Bawaslu yang sudah 
permanen mampu 
membawa paradigma 
baru dalam pengawasan 
pemilu. 
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Kontroversi RPM Konten

Belum selesai mengenai kontroversi UU ITE, masih dalam ruang 
lingkup yang sama, muncul kontroversi di publik mengenai isi 
Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang 
Konten Multimedia (RPM Konten). RPM Konten ini telah melalui 
tahap uji publik dalam rentang waktu 11 -19 Februari 2010 yang 
lalu.

Bila ditelisik, roh yang mewarnai pembuatan RPM Konten ini terlihat 
mempunyai maksud baik, yaitu untuk melindungi warga negara dari 
konten media yang buruk dan bersifat merusak seperti pornografi, 
fitnah, isu-isu yang tidak jelas kebenarannya dan lain-lain. RPM ini 
nantinya akan melakukan pelarangan terhadap distribusi konten, 
melakukan penyaringan konten, mewajibkan blokade terhadap 
penyelenggara konten yang melanggar aturan serta membentuk 
tim yang nantinya akan berfungsi sebagai lembaga sensor yang akan 
mencermati setiap konten yang ada.

Tumpang tindih

Persoalan yang muncul kenapa RPM Konten ini menuai tentangan 
dari banyak pihak terutama kalangan pers adalah adanya tumpang 
tindih aturan dengan Undang-undang yang terlebih dahulu ada yang 
mengatur media elektronik dan informasi. 

Poin-poin yang dilarang menurut RPM Konten pada dasarnya 
telah diatur dalam berbagai undang-undang, yaitu antara lain UU 
Perfilman, UU Pornografi, UU Hak Cipta, KUH, UU Informasi 
dan Elektronik (UU ITE), dan UU Penyiaran. Dalam RPM Konten, 
beberapa konten yang termasuk dilarang tidak jelas memakai 
rujukan undang-undang yang mana, sehingga tidak jelas definisinya. 
Hal ini tentu berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi pada saat 
penerapannya.
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Menurut pengamat internet Nukman Luthfie. RPM Konten 
Multimedia ini sudah keliru dari sisi yang fundamental. Yakni di bagian 
menimbang poin (a) yang berisi ‘Bahwa konten memiliki peranan, 
pengaruh, dan dampak yang signifikan dalam penyelenggaraan jasa 
multimedia, baik terhadap penyelenggara jasa multimedia itu sendiri 
maupun terhadap masyarakat pada umumnya dan pada khususnya 
anggota masyarakat yang merasa dirugikan oleh pembuatan, 
pengumuman, dan/atau penyebarluasannya’. Menurutnya hal ini 
sudah diatur oleh KUHP, sehingga tidak perlu diatur oleh RPM ini.

Begitu pula dengan Pasal 6 yang isinya melarang penyelenggara 
mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat 
diaksesnya konten yang mengandung berita bohong dan menyesatkan. 
Hal ini sudah diatur dalam UU ITE sehingga penerapan ini akan 
tumpang tindih dengan aturan-aturan yang sudah ada apalagi UU  
merupakan aturan yang lebih tinggi dari peraturan menteri.

Selain masalah tumpang tindih, RPM ini juga bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 mengenai Kebebasan 
Berpendapat, Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 
1999, dan undang-undang lain. Hal lain yang disikapi oleh publik 
adalah mengenai poin akan dibentuknya tim yang berfungsi sebagai 
lembaga sensor yang akan mencermati setiap konten yang ada. Hal 
ini dianggap bertentangan dengan Pasal 4 UU No 40 tahun 199 
tentang Pers. Pasal 4 Ayat (2) UU Pers mengatakan: “terhadap pers 
tidak dikenakan sensor, bredel dan larangan penyiaran” dan Ayat 
(3) mengatakan “untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional 
mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan 
gagasan dan informasi”.

Hal inilah yang menjadi landasan bagi kalangan pers untuk 
menolak RPM ini karena dengan adanya berbagai penyensoran 
dan pelarangan dalam berbagi informasi di media elektronik akan 
mematikan kebebasan pers dan Indonesia akan melangkah mundur 
ke zaman orde baru.

Terkait hal ini, Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD juga 
mengatakan hal serupa, untuk mengatur kebebasan berbicara 
seharusnya menggunakan UU dan bukan peraturan menteri. 
Terutama dalam hal mengatur kebebasan pers harus diatur dengan 
UU, karena dalam UUD 1945 Pasal 28 Ayat 2 disebut hak setiap 
orang itu dibatasi oleh hak orang lain dan kewajibannya oleh bangsa 
dan negara.
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Tinjau ulang

Besarnya penolakan masyarakat terhadap RPM konten ini membuat 
pemerintah, khususnya Departemen Komunikasi dan Informatika 
(Depkominfo) meninjau kembali RPM ini. Menteri Komunikasi dan 
Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring menyatakan bahwa 
ia akan meninjau kembali RPM tersebut bila terbukti mengekang 
kebebasan pers.

Menkominfo juga menjelaskan bahwa RPM ini belum sampai pada 
tahapan pembahasan setingkat kabinet maupun presiden. Bila 
mengacu kepada prosedur penetapan sebuah peraturan, maka 
sikap Menkominfo ini adalah keniscayaan. Tujuan uji publik adalah 
untuk mengukur sejauh mana penerimaan masyarakat dan praktisi 
terhadap keberadaan RPM ini dan bila mendapat banyak penolakan 
sudah seharusnya keberadaan RPM ini ditinjau kembali.

Rekomendasi:

Menkominfo harus meninjau kembali isi dari RPM konten 1.	
ini dan menyesuaikan dengan UU dan peraturan lain yang 
lebih dahulu ada.

Bila ternyata aturan dari RPM konten ini sudah termuat 2.	
dalam UU dan aturan lain yang lebih dahulu ada, maka RPM 
ini dapat dibatalkan.

Bila ada aturan baru yang dibutuhkan dalam mengatur arus 3.	
informasi dalam media elektronik, maka sebaiknya melalui 
proses diskusi dengan pelaku infromasi seperti penyedia 
akses internet, penyedia konten, pers, blogger, pelaku 
citrizen journalism, dan sebagainya. 

Hal ini dimaksudkan agar aturan ini tumbuh menurut kebutuhan 
dari pelaku dan pengguna multimedia, tidak top down dari atas. Hal 
ini penting karena aturan apapun yang dibuat tidak bisa dipaksakan 
menurut kaca mata pemerintah semata, karena self regulated dari 
masyarakat dan pelaku multimedia lebih efektif dalam menyaring 
informasi yang bisa dipertangungjawabkan. 

— Benni Inayatullah —

Keberadaan RPM 
konten mutlak 
dilakukan evaluasi oleh 
pemerintah, karena 
banyaknya tentangan 
dari pers, penyedia 
layanan internet 
maupun dari pengguna 
multimedia. Tumpang 
tindihnya aturan yang 
ada dalam RPM dengan 
UU dan aturan yang 
sudah lebih dulu ada 
menguatkan indikasi 
RPM ini dibuat tidak 
melalui proses yang 
matang dan terkesan 
tergesa-gesa.
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Menyoal Koalisi Politik Dua Kaki

Masa kerja Pansus Angket Century telah berakhir. Fraksi-fraksi di 
DPR telah menyampaikan kesimpulan akhir di Pansus. Dari Sembilan 
fraksi di DPR, tujuh fraksi – Golkar, PDIP, PKS, PAN, PPP, Gerindra, 
dan Hanura – dengan gradasi bahasa berbeda menyimpulkan 
adanya unsur penyimpangan dan pelanggaran aturan dalam proses 
kebijakan  pengucuran dana talangan (bailout) terhadap Bank 
Century. Praktis hanya Partai Demokrat dan PKB yang berada di 
posisi “pembela” pemerintah dan menyimpulkan bahwa kebijakan 
bailout kepada Bank Century sudah sesuai prosedur dan tidak ada 
unsur pelanggaran.

Posisi diametral yang diambil kelompok opisisi yang notabene berada 
di luar pemerintahan, seperti PDIP, Gerindra dan Hanura, merupakan 
fenomena normal dalam logika koalisi pemerintahan. Karena partai 
oposisi hampir pasti selalu berada pada posisi berseberangan dengan 
pihak pemerintah. Selain itu, fungsi esensial dari kelompok oposisi 
memang melakukan kontrol kritis terhadap jalannya pemerintahan. 

Namun, fenomena politik abnormal dalam logika koalisi pemerintahan 
adalah jika posisi partai-partai mitra koalisi justru berseberangan 
dengan pemerintah. Mitra koalisi Pemerintahan seperti Golkar, PKS, 
PPP, dan PAN justru memiliki kesamaan pandangan dengan partai-
partai di kubu oposisi. Padahal Golkar, PKS, PPP, dan PAN masing-
masing mendapatkan jatah posisi menteri di Kabinet Indonesia 
Bersatu Jilid II. 

Hal ini menunjukkan bahwa partai-partai mitra koalisi pemerintah 
berdiri di dua kaki, berkoalisi dengan pemerintahan dengan 
kompensasi jatah jabatan menteri, pada saat yang sama juga 
menjalankan peran oposisi di DPR. Fenomena seperti ini juga 
kerap dijumpai selama lima tahun masa Pemerintahan Yudhoyono-
Kalla. Berangkat dari fenomena politik seperti ini,  memunculkan 
pertanyaan: mengapa politik dua kaki yang dijalankan partai-partai 
masih mendominasi model pemerintahan kita? 
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Paling tidak ada dua jawaban yang bisa diajukan untuk menjawab 
pertanyaan ini. Pertama, karena sistem pemerintahan presidensial 
yang kita anut tidak kompatibel dengan sistem multipartai yang 
sedang tumbuh subur di Indonesia. Kedua, ideologi partai-partai kita 
sangat lemah dan pragmatis menyebabkan karakter partai-partai 
dalam berkoalisi tidak disiplin, amat oportunistik, dan pragmatis 
sehingga koalisi yang terbangun sangat rapuh dan cair.  

Setengah Hati 

Di beberapa negara di Amerika Latin, kombinasi presidensialisme 
dan multipartisme terbukti menimbulkan instabilitas politik dan 
kedudukan presiden yang lemah. Karena dalam sistem multipartai 
yang terfragmentasi akan sulit melahirkan satu partai mayoritas 
yang cukup kuat untuk membentuk satu pemerintahan sendiri 
(tanpa koalisi).

Karena di tengah ketiadaan kekuatan partai mayoritas, kemungkinan 
bagi terjadinya jalan buntu legislatif--eksekutif menjadi terbuka 
(Scott Mainwaring, 1993). Mengacu pada studi Juan Linz dan 
Arturo Velenzuela (1994) di Amerika Latin, Presidensialisme yang 
diterapkan di atas struktur politik multipartai diragukan dapat 
mendorong demokratisasi dan cenderung melahirkan konflik antara 
lembaga presiden dan parlemen dan akan menghadirkan demokrasi 
yang tidak stabil. 

Tesis ini terbukti dalam praktek kombinasi presidensialisme dan 
multipartisme di Indonesia. Kebijakan pemerintah kerap diinterpelasi 
oleh DPR. Hak angket dan ancaman penarikan dukungan selalu 
menjadi alat bagi partai politik untuk bernegosiasi dengan presiden.

Presidensialisme yang diterapkan dalam struktur multipartai 
juga cenderung menghasilkan kompromi politik. Kemunculan 
kompromi inilah menyebabkan presidensialisme dijalankan secara 
setengah hati. Salah satu kompromi yang cenderung muncul dalam 
presidensialisme setengah hati adalah adanya koalisi partai dalam 
membentuk pemerintahan yang biasanya menjadi tradisi dalam 
sistem parlementer. 

Koalisi yang tidak lazim dalam tradisi presidensialisme, menjadi 
kebutuhan mendasar dan sulit dihindari dalam presidensialisme yang 
dipadukan dengan multipartai. Pemerintahan dalam presidensialisme 
setengah hati akan selalu disertai dengan koalisi partai. Pertimbangan 
merangkul partai-partai dalam kabinet inilah menyebabkan sistem 
presidensial tampil dengan gaya parlementer dan pemerintah sering 
terserimpung oleh manuver partai-partai. 
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Implikasi dari ideologi partai-partai sangat lemah dan pragmatis, maka 
koalisi yang terbangun sangat rapuh dan cair. Karakter partai-partai 
dalam berkoalisi tidak disiplin, amat oportunistik, dan pragmatis 
melahirkan koalisi rapuh di parlemen. Fenomena politik dua kaki ini 
menunjukkan kecenderungan bahwa koalisi partai dibangun di atas 
fondasi kepentingan-kepentingan pragmatisme politik kekuasaan, 
bukan koalisi berdasarkan kedekatan ideologi atau persamaan 
platform. 

Peta koalisi seperti ini akan selalu mengalami perubahan. Intensitas 
koalisi akan berjalan instan dan cepat. Pola koalisi yang dibangun 
tetap sangat cair, rapuh, dan pragmatis. Koalisi yang terbentuk 
tidak akan pernah bersifat permanen. Jadi, politik dua kaki yang 
dijalankan partai politik muncul akibat dari lemahnya ikatan koalisi 
yang terbangun. 

Di satu sisi bergabung di kabinet, tetapi di sisi lain seolah perperan 
sebagai partai oposisi di DPR. Meskipun kekuatan koalisi partai 
pendukung pemerintah di parlemen secara kuantitas besar, secara 
kualitas koalisi yang terbangun sangat cair dan rapuh. Situasi politik 
dengan koalisi yang besar tetapi ikatannya rapuh membuktikan 
bahwa penerapan sistem presidensial di Indonesia masih lemah dan 
setengah hati.

Kembali pada dinamika koalisi dalam kasus Century, jika partai-
partai mitra koalisi yang berseberangan dengan sikap pemerintah – 
utamanya Partai Golkar dan PKS – memiliki keyakinan kebenaran 
atas sikap politiknya dalam mengungkap skandal Bank Century, 
maka pilihan paling bijak dan elegan adalah menarik diri atau keluar 
dari koalisi, serta menarik semua menterinya di kabinet. Pilihan ini 
jauh lebih terhormat ketimbang menerapkan politik dua kaki atau 
politik bermuka dua. Sikap politik ini tidak perlu menunggu reshuffle 
kabinet.

Untuk jangka panjang, agenda penataan ulang institusi politik dalam 
rangka merancang presidensialisme efektif perlu segera dilakukan. 
Karena itu, pemerintah dan parlemen hasil Pemilu 2009 merupakan 
aktor penentu bagi penguatan presidensialisme melalui penataan 
ulang desain institusi politik. 

— Hanta Yuda AR —

Jika partai-partai 
mitra koalisi yang 
berseberangan dengan 
sikap pemerintah 
memiliki keyakinan 
kebenaran atas sikap 
politiknya, maka pilihan 
paling bijak dan elegan 
adalah keluar dari 
koalisi, serta menarik 
semua menterinya di 
kabinet. Pilihan ini 
jauh lebih terhormat 
ketimbang menerapkan 
politik dua kaki atau 
politik bermuka dua. 

  Politik      
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Kekerasan Terhadap Anak-anak Jalanan

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 
dari kekerasan dan diskriminasi. Definsi ini jelas tercantum dalam 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ironisnya meskipun negara ini sudah memiliki payung hukum yang 
kuat dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak 
anak, ternyata praktek kekerasan terhadap anak terus meningkat 
sepanjang tahun 2009. Hal ini merujuk pada fakta dan data yang 
terlaporkan dari masyarakat kepada Komisi Nasional Perlindungan 
Anak (KomNas Perlindungan Anak).

Sepanjang tahun 2009, KomNas Perlindungan Anak telah  
menerima pengaduan sebanyak 1.998 kasus pelanggaran anak. 
Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan pengaduan  
kekerasan terhadap anak pada tahun 2008 yakni 1.736 kasus.  
62,7 persen dari jumlah tersebut adalah kekerasan seksual dalam 
bentuk sodomi, perkosaan, pencabulan serta incest, dan selebihnya 
adalah kekerasan fisik dan psikis. Dari hasil pengaduan, pelaku 
kekerasan tersebut tidak ada kaitannya dengan status sosial, agama, 
keyakinan, serta etnis, atau ras.

Ironisnya tindak kekerasan seksual terhadap anak terus berlanjut 
di awal tahun 2010 ini bahkan disertai pembunuhan sadis.  
Masyarakat dibuat terhenyak ketika 8 Januari 2010 ditemukan 
potongan tubuh seorang anak korban mutilasi di Cakung, Jakarta 
Timur. Tidak hanya menjadi korban pembunuhan, sang anak yang 
belakangan diketahui bernama Ardiansyah (usia 9 tahun) juga 
sebelumnya mengalami tindak kekerasan seksual (sodomi) yang 
dilakukan oleh Baekuni (48 tahun) alias Babe. Kasus kekerasan 
seksual disertai tindak pembunuhan sadis (mutilasi) ini mengingat-
kan publik akan kasus sejenis beberapa tahun silam yang dilakukan 
oleh Robot Gedek. Seluruh korbannya juga merupakan anak-anak 
yang hidup dan bekerja di jalan (anak jalanan). 
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Seiring perkembangan penyidikan dan pemeriksaan psikologis di 
Polda Metro Jaya, terungkap bahwa pelaku merupakan ”pemain” 
lama dan ternyata korbannya lebih dari satu. Melalui serangkaian 
pemeriksaan intensif, hingga 30 Januari 2010 terungkap fakta  
bahwa jumlah anak yang dibunuh tersangka Baekuni terus 
bertambah, totalnya menjadi 14 anak. Delapan diantaranya bahkan 
dimutilasi oleh pelaku. Rata-rata usia mereka 10-12 tahun, kecuali 
seorang korban yang masih berusia 7 tahun. Pelaku melakukan 
kejahatan ini sejak tahun 1993.

Kasus pembunuhan disertai kekerasan seksual yang dilakukan oleh 
Baekuni terhadap belasan bocah dinilai kejahatan paling mengeri-
kan yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus Babe telah mengalahkan 
kasus fenomenal Verri Idam Heniyansyah alias Ryan serta kasus 
Siswanto alias Robot Gedek. Berdasarkan data yang dimiliki polisi, 
kasus Baekuni adalah kasus dengan jumlah korban terbanyak  
hingga saat ini. 

Robot Gedek telah membunuh 12 korban antara tahun 1994 hingga 
1996. Ia divonis mati atas kasus kekerasan seksual dan pembunuhan 
anak. Namun, Sebelum sempat dieksekusi, Robot Gedek telah 
meninggal terlebih dahulu di dalam tahanan penjara. Sedangkan 
Ryan telah membunuh 11 orang pada tahun 2006 hingga 2008. Ryan 
membunuh karena didorong rasa cemburu dan menginginkan harta 
korban. Pengadilan lalu memvonis mati.

Di periode Januari 2010 ini, ternyata kasus kekerasan seksual 
terhadap anak yang terungkap bukan hanya kasus di atas. Kepolisian 
Resort Jakarta Utara berhasil menangkap APS alias Abang 
Kacamata (24 tahun) yang mengaku telah telah melakukan tindak 
kekerasan seksual (sodomi) sebanyak 22 kali terhadap 15 anak. 
Mayoritas korban juga merupakan anak jalanan. 

Polisi memperkirakan korban kejahatan seksual pelaku masih lebih 
banyak lagi karena pelaku melakukan kejahatan ini sudah lama.  
Besar kemungkinan korbannya bisa jauh lebih banyak dari yang 
sekarang terungkap. Sebelumnya pada Senin 18 Januari 2010, 
Kepolisian Resort Jakarta Selatan juga telah menangkap dua pelaku 
pelecehan terhadap anak, yaitu L (44 tahun) dan D (79 tahun) di 
dua tempat berbeda.

Deretan tindak kasus kekerasan seksual di atas semakin memper-
tegas situasi dan fakta bahwa anak-anak jalanan tetap sebagai 
kelompok yang paling beresiko mengalami ancaman berbagai tindak 
kekerasan fisik, psikis, seksual dan bahkan pembunuhan. Minimnya 
perlindungan yang mereka milik, baik dari keluarga, masyarakat dan 
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pemerintah, pada akhirnya membuat mereka (anak-anak jalanan) 
tetap harus menghadapi situasi dan ancaman kekerasan ini. 

Diyakini, kasus kekerasan seksual di kalangan anak jalanan merupa- 
kan fenomena gunung es. Banyak korban yang tidak mau 
menceritakan kasusnya karena malu diketahui orang lain. Belum lagi, 
bila pelaku yang umumnya telah dikenal oleh korban mengancam 
korban (anak) untuk tidak bercerita ke orang lain. Akhirnya, banyak 
kasus yang belum terungkap dan tersentuh aparat penegak hukum. 

Resiko terbesar bagi seorang anak yang menjadi korban kekerasan 
fisik atau seksual, seperti sodomi, adalah pengalaman traumatis 
yang akan membekas sepanjang hidupnya bila tidak mendapat 
terapi penyembuhan secara tuntas. Pada akhirnya, saat ia tumbuh 
dewasa, anak seperti itu akan memunculkan pribadi bermasalah di 
lingkungannya dan penyakit sosial bagi keluarganya.

Rekomendasi

Berkaitan dengan upaya perlindungan anak jalanan agar terhindar 
dari tindak kekerasan fisik dan psikis, pemerintah harus mengambil 
kebijakan sebagai berikut:

1.	 Tindak kekerasan terhadap anak merupakan salah satu bentuk 
pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun banyak upaya telah 
dilakukan oleh pemerintah, seperti pembangunan pusat-pusat 
krisis terpadu di rumah sakit, pembangunan ruang pelayanan 
khusus (RPK) di Polda dan Polres, dan penyebaran informasi dan 
kampanye anti kekerasan terhadap anak, namun kesemua upaya 
tersebut belum cukup untuk menekan tingginya tindak kekerasan 
dan eksploitasi terhadap  anak. Pemerintah harus secara 
konsisten mengedepankan hak-hak anak dalam berbagai strategi 
pembangunan.

2.	 Masalah anak jalanan merupakan persoalan kompleks yang  
solusinya tidak hanya dilakukan satu instansi bersama masyarakat. 
Perlu gerak cepat pemerintah untuk segera membuat sistem 
perlindungan anak secara menyeluruh agar bisa mengembalikan  
anak dari jalanan ke tengah keluarga di rumah. Pilihan mencegah  
anak-anak turun ke jalan adalah cara paling baik untuk 
menyelamatkan mereka dari kondisi lebih mengenaskan pada 
masa mendatang. Caranya, tinggalkan pendekatan proyek dan 
sebagai gantinya, negara harus memberi jaminan sosial bagi 
warga miskin tanpa syarat, tanpa perkecualian.

— Endang Srihadi —

Masalah anak jalanan 
merupakan persoalan 
kompleks yang solusinya 
tidak hanya dilakukan 
satu instansi bersama 
masyarakat. Pilihan 
mencegah anak-anak 
turun ke jalan adalah 
cara paling baik 
untuk menyelamatkan 
mereka dari kondisi 
lebih mengenaskan 
pada masa mendatang. 
Caranya, tinggalkan 
pendekatan proyek 
dan sebagai gantinya, 
negara harus memberi 
jaminan sosial 
bagi warga miskin 
tanpa syarat, tanpa 
perkecualian.
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The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan 
publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 
21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda 
yang dinamis atas inisiatif Jeffrie Geovanie. Pada saat ini, Direktur 
Eksekutif dan Riset adalah Anies Baswedan dan Direktur Program 
adalah Adinda Tenriangke Muchtar.

TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba 
yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan 
dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan. 
TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia 
untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk 
memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan 
memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik 
dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat 
diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-
hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan 
masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik 
di Indonesia. TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat 
dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup 
mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses 
demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil 
bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan 
oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama 
yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain 
adalah penelitian, survei, pelatihan, diskusi publik, policy brief dan 
analisis mingguan (Weekly Analysis), penerbitan kajian bulanan 
(Update Indonesia) dan kajian tahunan (Indonesia Report). 

Alamat kontak:
Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194 
Jakarta Pusat 10250 Indonesia

Tel. 021 390 5558 Fax. 021 3190 7814
www.theindonesianinstitute.com
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RISET BIDANG BISNIS & EKONOMI

Analisis bisnis

Dunia usaha membutuhkan analisis yang komprehensif dalam rangka 
meminimalisir risiko potensial, sehingga pada saat yang sama dapat 
meningkatkan nilai bisnisnya. Analisis bisnis merupakan solusi dalam 
perencanaan stratejik korporat untuk membuat keputusan yang dapat 
diandalkan. Divisi Riset Kebijakan Bisnis TII hadir untuk membantu para 
pemimpin perusahaan dengan memberikan berbagai rekomendasi praktis 
dalam proses pengambilan keputusan.

Riset di bidang bisnis yang dapat TII tawarkan antara lain: (1)  Analisis 
Keuangan Perusahaan, yang meliputi analisis keuangan dan kajian 
risiko keuangan. (2) Konsultansi Perencanaan Korporat meliputi riset 
ekonomi dan industri, evaluasi kinerja, valuasi bisnis dan valuasi merk. (3) 
Analisis Pemasaran Strategis yang meliputi pemasaran strategis dan 
disain program Corporate Social Responsibility (CSR) 

Riset bidang ekonomi

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai 
pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah 
kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi 
yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya 
daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian 
yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak 
terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga 
evaluasi pelaksanaan kebijakan. 

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh 
perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk 
membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam 
setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan 
adalah (1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral 
dan Regional, (3) Evaluasi Program.

RISET BIDANG SOSIAL

Analisis sosial

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang 
berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial 
merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, 
Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan 
Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. 
Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi 
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guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien 
dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, 
kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah (1) 
Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & 
Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program 
Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.

SURVEI & PELATIHAN BIDANG POLITIK

Survei Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah 
survei pra-pilkada. Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya 
pelaksanaan survei pra-pilkada, yaitu (1) Pilkada adalah proses demokrasi 
yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun 
hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim 
dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana 
proses dan hasil pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut 
peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam pilkada 
berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat pilkada, 
survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam 
hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei  untuk: (1) memetakan posisi 
kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) 
mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote 
getter; serta ( 4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye. 

Pelatihan DPRD

Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif 
daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan 
publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan 
masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki 
kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi 
daerah, kemampuan teknik legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran 
politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting 
untuk dilakukan. 

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai 
implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul 
dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian 
Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan 
pelatihan penguatan kapasitas DPRD.
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Telah Terbit
INDONESIA REPORT 2008
The Indonesian Institute, Center for Public 
Policy Research (TII) telah menerbitkan 
kembali publikasi kajian tahunan, Indonesia 
2008 setelah sebelumnya menerbitkan laporan 
tahunan Indonesia 2005, 2006, dan 2007. 
Buku Indonesia 2008 merupakan salah satu 
edisi Indonesia Report yang dipublikasikan TII 
secara tahunan.

Tujuan penerbitan ini adalah untuk memberikan 
potret situasi ekonomi, hukum, lingkungan, 
sosial dan politik; serta kebijakan Pemerintah 

Indonesia. Indonesia 2008 diterbitkan dengan tujuan agar bisa memberikan data 
yang lengkap tentang Indonesia di tahun 2008. Publikasi tahunan ini diharapkan 
bisa menjadi landasan dalam memprediksi kecenderungan jangka pendek dan 
jangka menengah Indonesia.

Penerbitan laporan tentang Indonesia secara tahunan ini juga diharapkan akan 
dapat membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan 
bisnis serta kalangan akademisi dan think tank nasional dan internasional dalam 
mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan 
ekonomi, politik, keamanan, dan sosial di Indonesia.

Topik-topik yang diangkat dalam Indonesia 2008:
1.	 Tinjauan Sektor Keuangan
2.	 Tinjauan Ekonomi Makro
3.	 Institusionalisasi Partai Politik Indonesia:  

Dinamika, Karakter, dan Prospek Pemilu 2009
4.	 Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2009
5.	 Partai Islam: Jalan Terjal Menuju Kemenangan
6.	 Pemilu Multi Partai, Pemilu Multi Disfungsi
7.	 Potret Perancangan dan Penerapan Sistem Pendidikan Nasional
8.	 Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008
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